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BAB V 

 PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa  

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos di 

Kelurahan Air Tawar Barat dan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang 

Utara, pada dasarnya telah diupayakan melalui berbagai bentuk nyata 

di lapangan, seperti pengamanan fisik melalui Dubalang Kecamatan, 

ronda swadaya pemuda, penerapan Keputusan Bersama Warga di 

tingkat RW, hingga komunikasi insidental dengan perangkat RT, 

namun kinerjanya belum berjalan secara optimal karena mengalami 

kelumpuhan fungsional pada aspek administratif dan ketiadaan basis 

data (database) yang terintegrasi. 

2. Dampak pelaksanaan pengawasan rumah kos di Kecamatan Padang 

Utara memunculkan implikasi ganda yang bersifat positif sekaligus 

negatif bagi kehidupan masyarakat setempat. Keberhasilan 

pengawasan fisik melalui patroli Dubalang Kecamatan, ronda swadaya, 

dan kepatuhan warga terbukti efektif memberikan rasa aman, menjaga 

ketertiban malam, serta meredam potensi konflik sosial di kawasan 

padat pemukiman kampus. Di sisi lain, disorientasi pengawasan yang 

mengabaikan manajemen data menimbulkan dampak negatif berupa 

ketidakpastian lingkungan, mulai dari lonjakan kapasitas hunian yang 

memicu persoalan sampah, penyempitan ruang publik akibat parkir 

liar, penurunan kualitas sanitasi pemukiman, hingga hilangnya potensi 

penerimaan daerah dari sektor hunian komersial yang seharusnya 

dapat dialokasikan untuk pemenuhan fasilitas publik masyarakat. 

3. Tinjauan kerangka konseptual Siyasah Syar’iyyah menunjukkan bahwa 

tata kelola pengawasan rumah kos di Kecamatan Padang Utara belum 
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sepenuhnya merealisasikan prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah 

al-'ammah) dan keadilan administratif (al-'adalah). Pendekatan ar-

raqobah (pengawasan dan kontrol) yang terbagi menjadi raqabah 

kharijiyah (pengawasan eksternal oleh kelembagaan negara dan 

masyarakat) dan raqabah dakhiliyah (pengawasan internal berupa 

kesadaran spiritual pengelola) masih timpang. Pengawasan eksternal 

baru menyentuh aspek pengamanan fisik semata, sedangkan dimensi 

raqabah dakhiliyah di kalangan pengelola masih sangat lemah karena 

belum memandang kepatuhan data sebagai bentuk tanggung jawab 

moral (huquq al-ibad) untuk kemaslahatan bersama. Pranata Al-Hisbah 

dalam konteks ini menuntut waliyyul amri untuk mengambil peran 

proaktif dalam menyelaraskan penegakan moralitas fisik dan 

ketertiban administrasi secara berkeadilan, melalui optimalisasi fungsi 

pembinaan, transparansi pendataan, serta penegakan aturan yang 

tegas agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dapat terwujud 

secara paripurna. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan 

pengawasan terhadap pengelolaan rumah kos di Kecamatan Padang Utara, 

diajukan beberapa rekomendasi strategis bagi pihak-pihak terkait. 

1. Bagi Pemerintah Kota Padang 

Bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya pemerintah kecamatan dan 

kelurahan di Air Tawar Barat serta Air Tawar Timur, disarankan untuk  

membangun sistem basis data digital (E-Kos) yang terintegrasi dari 

tingkat RT hingga kelurahan guna memetakan jumlah unit rumah kos 

dan identitas penghuni secara transparan. Aparatur pemerintah juga 

perlu melakukan sosialisasi secara humanis untuk menghilangkan 

ketakutan pemilik kos terhadap beban pajak sehingga regulasi 

pelaporan tidak dipandang sebelah mata, serta meninggalkan pola pasif 
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dengan rutin melakukan pendataan proaktif ke lapangan. Disamping 

itu peneliti mengusulkan kepada pemerintah Kota Padang bersama 

DPRD Kota Padang untuk segera merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2016 

karna masih terdapat beberapa pasal yang masih lemah. 

2. Bagi para pemilik dan pengelola rumah kos, 

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran moral dan tanggung jawab 

sosial dengan memandang kepatuhan administrasi sebagai bagian dari 

ikhtiar menjaga keamanan lingkungan, serta proaktif menyerahkan 

data penghuni kepada perangkat RT/RW setempat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke 

kecamatan lain atau memperdalam analisis pada aspek penegakan 

hukum fiskal daerah dan efektivitas retribusi rumah kos secara lebih 

komprehensif
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